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Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 060/PUU-11/2004
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber
Daya Air.


http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPU
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN
https://www.lexico.com/en/definition/natural_resources
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr10-2b_e.pdf
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1740
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Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 063/PUU-11/2004
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber
Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 008/PUU-111/2005
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber
Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 85/PUU-XI1/2013
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber
Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 73/PUU-XV111/2020
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang
Sumber Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 55/PUU-VI111/2010
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 122/PUU-XI111/2015
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 138/PUU-XI11/2015
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 99/PUU-X/2012
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 3/PUU-VI11/2010
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 001/PUU-1/2003
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 021/PUU-1/2003
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 022/PUU-1/2003
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 149/PUU-V111/2009
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 9/PUU-XI/2013
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 106/PUU-XI1/2013
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 17/PUU-XIV/2016
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 111/PUU-XI111/2015
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/PUU-I11/2005
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 013/PUU-111/2005
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 021/PUU-111/2005
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 54/PUU-V111/2010
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 72/PUU-V111/2010
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 45/PUU-1X/2011
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 34/PUU-1X/2011
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 105/PUU-X/2012
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 35/PUU-X/2012
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 70/PUU-XI11/2014
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25/PUU-XV/2017
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 053/PUU-11/2004
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 11/PUU-V/2007
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 68/PUU-VI111/2010
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 22/PUU-1X/2011
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 54/PUU-1X/2011
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 70/PUU-VI111/2010
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan
Tanah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 50/PUU-X/2012
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 81/PUU-XI1/2013
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 87/PUU-XI1/2013
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 88/PUU-X11/2014
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 42/PUU-X11/2014
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PUU-XIV/2016
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan
Tanah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 96/PUU-XIV/2016
tentang Pengujian Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XV111/2020
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan
Tanah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 121/PUU-V11/2009
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25/PUU-VI111/2010
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 30/PUU-VI111/2010
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 32/PUU-VI111/2010
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 10/PUU-X/2012
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 113/PUU-X/2012
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 108/PUU-X11/2014
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 10/PUU-X11/2014
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 81/PUU-XI11/2015
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 58/PUU-XV111/2020
tentang Pengujian Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 65/PUU-XV111/2020
tentang Pengujian Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-1/2003
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-V/2007
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 36/PUU-X/2012
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 65/PUU-X/2012
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 153/PUU-VI11/2009
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 50/PUU-XIV/2016
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 84/PUU-XIV/2016
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 11/PUU-XIV/2016
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas

Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308)
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 2)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
130)

Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 42)
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Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)

Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-
Perusahaan Milik Belanda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 162)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131)

Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah
Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 158)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 96)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 217)



